
PEREMPUAN yang sering mengalami stres akan sulit hamil. 
Dalam kondisi tersebut sulit terjadi 
pem buahan da lam rahim. Demi-
kian peneliti an terbaru Institut 
Ke sehatan Na sional Amerika 
Serikat dan Universitas Oxford 
yang dirilis dalam jurnal Ferti-
lity and Sterility. 

Ilmuwan dalam penelitian 
itu memetakan siklus ovulasi 
dari 274 perempuan berusia 
18-40 tahun yang sedang beru-
sa ha untuk hamil. Hasilnya me-
nunjukkan perempuan dengan 
tingkat alfa-amilase tinggi lebih 
sulit untuk hamil jika dibandingkan 
de ngan mereka yang alfa-amilasenya rendah.

“Secara keseluruhan, 25% perempuan yang memiliki ting-
kat alfa-amilase tinggi mengalami penurunan 12% kemung-
kinan hamil dalam setiap siklusnya,” ujar Germanie Buck 
Loise, direktur divisi epidemiologi, statistik, dan prevensi 
dari Institut Kesehatan Nasional AS.

Alfa-amilase adalah substansi alami tubuh yang digunakan 
para peneliti sebagai indikator respons tubuh terhadap stres 
fi sik atau psikologis. (Healthday News/X-8)

KAPOLRI Bambang 
Hendarso Danuri 
terus bikin heboh. 
Setelah heboh ketia-

daan rekaman percakapan 
De puti Penindakan Komisi 
Pemberantasan Korupsi Ade 
Rahardja dengan Ari Mu-
ladi, kini publik dikejutkan 
dengan peristiwa ‘meng-
hilangnya’ Kapolri tanpa 
pesan seharian penuh, 
ke marin.

Akibatnya, pelantik-
an 5 pejabat teras Mabes 
Polri (lihat grafi s) dan 9 

kapolda ter  tunda. Se  dianya 
pelantikan di lakukan di Ge-

dung Rupatama Mabes 
Polri, Jakarta, pukul 
09.00 WIB. Padahal, 

1 jam sebelumnya me-

reka sudah siap di 
tempat acara. 

Tak ada penjelasan 
dari Kapolri kenapa 
pelantikan tertunda. 
Celakanya, informasi 
seputar ke mana dan 
di mana Ka  polri dari 
pagi hing ga malam 
hari ber beda-beda. 

Wakadiv Humas Polri Kom-
bes I Ketut Untung Yoga Ana 
me  ngatakan ditundanya pelan-
tikan pejabat Polri karena Ka-
pol ri mendadak dipanggil Pre -
siden Susilo Bambang Yudho-
yono ke Istana Negara. 

Namun, keterangan Wakadiv 
Humas ini dibantah Menko 
Pol  hukam Djoko Suyanto. 

Kedatangan Djoko dan bebe-
rapa menteri lainnya ke Istana, 
katanya, untuk mempersiapkan 
pidato kenegaraan Presiden di 
hadapan DPR dan DPD pada 
16 Agustus mendatang.

Bantahan senada disampai-
kan Mensesneg Sudi Silalahi. 
“Tidak ada pertemuan,” ung-
kapnya. Kapolri sendiri tidak 
terlihat pada acara pemberian 
tanda-tanda kehormatan dan 
ramah-tamah dengan para ve-
te ran meski dalam sambutan-
nya Presiden menyebut nama 

Kapolri. Jubir Kepresidenan Ju-
lian Aldrin Pasha juga menya-
takan hal yang sama.

Kadiv Humas Irjen Edward 
Aritonang akhirnya buka mulut 
bahwa tidak ada pemanggilan 
ke Istana atau ke Cikeas. “Tapi 
karena sesuatu hal. Ada tugas 
yang harus didahulukan,” ka-
ta Edward soal tertundanya 
pe lantikan, seusai buka puasa 
bersama jajaran Humas Polri.

Informasi kian malam sema-
kin simpang siur. Penasihat 
Ka  polri Kastorius Sinaga mem-
bantah pernyataan Kadiv Hu-
mas. Menurutnya, penundaan 
pelantikan karena Kapolri sa-
kit. “Sejak sahur kondisi beliau 
kurang sehat. Beliau se harian di 
rumah dinas untuk istirahat,” 
tuturnya tadi malam.

“Saya ditelepon Kapolri je-
lang buka puasa, pukul 17.40 
WIB.”  (Dvd/Rin/AT/X-6)

rita@mediaindonesia.com
Berita terkait hlm 2 

PEMERINTAH harus lebih be-
rani menargetkan pertumbuh-
an ekonomi di atas 6,7% pada 
tahun anggaran 2011. Target 
pertumbuhan di bawah angka 
tersebut menunjukkan peme-
rintah enggan bekerja keras.

Direktur Eksekutif Institute 
for Development of Econo mics 
and Finance Indonesia (In-
def) Ahmad Erani Yustika dan 
pengamat ekonomi Sustainable 
Development Indonesia (SDI) 
Dradjad Wibowo mengemu ka -
kan pandangan itu, ke marin.

Keduanya menanggapi 
asum si pertumbuhan ekonomi 
dalam RAPBN 2011. Pjs Ke-
pa la Badan Kebijakan Fiskal 
Ke menterian Keuangan Agus 
Supriyanto mengungkapkan, 
pemerintah menargetkan per-
tumbuhan ekonomi pada 2011 

di kisaran 6,1% hingga 6,4%.
Menurut Erani Yustika, de-

ngan kondisi pemerintah yang 
tidak bekerja keras tahun ini, 
per tumbuhan 6% akan tercapai.

“Apalagi tren pertumbuhan 
ekonomi di Asia sedang bagus, 
tinggal pemerintah member-
dayakan potensi ekonomi yang 
ada dengan kebijakan yang 
lebih fl eksibel untuk mendong-
krak penyerapan anggaran,” 
papar Erani.

Ia menduga ada dua alasan 
mengapa pemerintah mematok 
target yang sangat konservatif. 
Pertama, kalau capaian di atas 
target, bisa dianggap berhasil. 
“Atau pemerintah tidak mau 
bekerja lebih keras pokoknya 
ekonomi mengalir saja.”

Pendapat senada dilontarkan 
Dradjad Wibowo. Ia optimistis, 

jika pemerintah bekerja lebih 
keras, angka pertumbuhan 
ekonomi di atas 6,7% bukan 
hal mustahil. 

Ia mengakui akan ada bebe ra-
pa tantangan yang harus di was-
padai tahun depan. Dari faktor 
eks ter nal, tantangan 
itu adalah kenaikan 
harga komo ditas dunia 
yang disebabkan cuaca 
di Eropa yang tidak 
me nentu dan per-
kembangan pasar 
uang di Ameri ka 
Serikat yang masih 
labil.

“Jika pemerintah 
bisa menggenjot 
pro duksi pa ngan ta hun 
depan, Indo nesia bisa 
me raup ke un tungan,” 
tu kasnya. (ST/Rrn/X-7)
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Sentuhan Perempuan
Gairahkan Ivanovic

Sejak Maret 2009, 
Ana Ivanovic tidak 

pernah merebut 
gelar juara. Kini 

petenis Serbia 
itu mampu 
menembus 

perempat final Cincinnati 
Terbuka.  
Olahraga, Hlm 13

Kirimkan tanggapan Anda 
atas berita ini melalui 

mediaindonesia.com 
atau e-mail: 

interupsi@mediaindonesia.com

EDITORIAL

HENDARMAN Supandji kini sedang menghadapi ujian 
berat. Posisinya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia 
digugat. Tidak main-main, ia digugat resmi di Mahkamah 
Konstitusi.

Adalah mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Ma-
hendra yang mempersoalkan keabsahan kedudukan Hendar-
man. Ia menggugat sesaat setelah dirinya ditetapkan sebagai 
tersangka dalam kasus proyek Sistem Administrasi Badan 
Hukum yang merugikan negara Rp420 miliar.

Yusril enggan diperiksa karena menganggap Jaksa Agung 
Hendarman Supandji yang bertanggung jawab atas pene-
tapan dirinya sebagai tersangka tidak sah lagi menjabat, alias 
ilegal. Itulah alasan dia memerkarakan jabatan Hendarman 
di Mahkamah Konstitusi.

Harus diakui bahwa Hendarman menghadapi dilema. Di 
satu pihak, menurut Undang-Undang Kejaksaan, jaksa agung 
adalah jaksa karier. Itu berarti saat ini Hendarman mestinya 
duduk manis menimang cucu di rumah karena sudah mema-
suki usia pensiun.

Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan menyebutkan bahwa jaksa diberhentikan 
dengan hormat dari jabatannya karena telah mencapai usia 
62 tahun. Hendarman lahir 
pada 6 Januari 1947, dan kini 
telah berusia 63 tahun. Sejauh 
ini tidak ada selembar surat 
resmi yang memperpanjang 
usia pensiun Hendarman.

Di lain pihak, mengikuti 
ketentuan Undang-Undang 
Kementerian Negara, jaksa 
agung adalah pejabat seting-
kat menteri yang tidak dibata-
si usia pensiunnya. Namun, 
masa jabatannya mengikuti 
siklus masa jabatan presiden 
yang memilihnya.

Faktanya, Hendarman yang 
dilantik sebagai jaksa agung pada 9 Mei 2007 tidak dilantik 
lagi bersama menteri lainnya di Kabinet Indonesia Bersatu 
II pada 22 Oktober 2009.

Hendarman Supandji hadir di Istana Negara saat Presi-
den Susilo Bambang Yudhoyono melantik menteri Kabinet 
Indonesia Bersatu II. Akan tetapi, dalam persidangan di 
Mahkamah Konstitusi terungkap bahwa ketika itu Presiden 
Yudhoyono hanya menepuk-nepuk bahu Hendarman dan 
menyatakan dia tetap jaksa agung.

Untuk lebih jelasnya, kita kutip penjelasan Yusril di muka 
persidangan Mahkamah Konstitusi pada Kamis (12/8). “Ia 
(Hendarman) melepas pin yang biasanya dipakai dan di-
masukkan ke kantongnya. Setelah menteri-menteri dilantik, 
SBY menepuk bahu Hendarman seraya berkata ‘Anda tetap 
jadi jaksa agung, ya’. Apakah mungkin pelantikan seorang 
jaksa agung dilakukan hanya dengan tepuk-tepuk bahu?”

Tepuk-tepuk bahu sebagai pengesahan seorang pejabat 
tentu saja hanya ada di republik mimpi. Di republik nyata 
hal itu tidak boleh ada, karena bertentangan dengan pakem 
administrasi negara. Itu berarti kontroversi keabsahan Hen-
darman memperlihatkan administrasi negara yang kacau 
balau di lingkungan istana.

Sesungguhnya kasus Jaksa Agung Hendarman Supandji 
itu bukanlah karut-marut administrasi negara yang pertama 
yang terjadi di masa pemerintahan Yudhoyono. Bukankah 
wakil menteri kesehatan dan wakil menteri keuangan gagal 
dilantik karena tidak memenuhi syarat dari sisi kepangkatan 
di struktur pegawai negeri?

Administrasi yang kacau balau bisa saja memorak-po-
randakan penegakan hukum bila Mahkamah Konstitusi 
menyatakan jabatan yang disandang Hendarman itu ilegal. 
Jika itu yang terjadi, seluruh produk yang dihasilkan pun 
mestinya ilegal. Akibatnya, semua orang yang diperiksa, 
ditangkap atas perintah Jaksa Agung Hendarman Supandji 
sejak 22 Oktober 2009, haruslah dilepaskan dan direhabilitasi 
karena jaksa agungnya ilegal. Dahsyat....

Status Hendarman

Kontroversi 
keabsahan 
Hendarman 
memperlihatkan 
administrasi negara 
yang kacau balau di 
lingkungan istana.’’

Stres dan 
Kemungkinan Hamil

Anda ingin menanggapi ”Editorial” ini, silakan kunjungi:
mediaindonesia.com

PAUSE

Kapolri Menghilang
Dari pagi hingga malam informasi soal raibnya Kapolri 
dari pejabat terkait berbeda-beda. 

Rita Ayuningtyas

Target Pertumbuhan Amat Konservatif

BATAL: (Dari kiri) Irjen S Wenas, Brigjen Mudji Waluyo, Brigjen Robert Aritonang, Irjen Yudi Sushariyanto, 
Irjen Sunarko, dan Irjen Edward Aritonang menunggu serah terima jabatan yang batal dilaksanakan di 
Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

MI/ROMMY PUJIANTO

Bambang 
Hendarso 
Danuri

MI/RAMDANI



hadap keutuhan Indonesia.
Terkait korupsi yang marak 

di daerah, dia menilai, terjadi 
sejalan dengan otonomi daerah 
di era reformasi. Korupsi daerah 
banyak melibatkan kepala dae-
rah beserta aparat di bawahnya. 
Saking maraknya, selain korup-
si yang ditangani kejaksaan dan 
kepolisian, jumlah penga duan 
perkara ke KPK sampai Mei 
2010 mencapai 37 ribu.

Selain itu, pemilu kada lang-
sung diwarnai politik uang, 
manipulasi dan penyalahguna-
an wewenang oleh incumbent, 
ter masuk manipulasi APBD 
untuk pemenangan incumbent. 
Di pihak lain, panitia pengawas 
pemilu tidak memiliki wewe-
nang yang memadai untuk me-
nindak pelanggar UU itu. Aki-
batnya, pilkada menghasilkan 
kepala daerah yang belakangan 
banyak terlibat korupsi.

•Kalau korupsi tidak dita-
nga ni sungguh-sungguh, sis-
te matis dan tidak ada progres 
yang meyakinkan rakyat, suatu 
ketika rakyat yang tidak puas 
mengalami ledak an sosial.Ž 

Karena itu, khusus mengenai 
penanganan korupsi, Presiden 
harus memberikan dukungan 
politik yang maksimal terha-
dap KPK. Hal itu agar KPK 
tidak goyah ketika menghadapi 
perlawanan dari oknum aparat 
yang terlibat. (AO/Ant/S-4)

guh-sungguh. Tiga masalah itu 
adalah korupsi marak sampai 
ke daerah, tindak kekerasan 
yang mengancam pluralisme, 
serta pemilihan kepala daerah 
(pemilu kada) langsung yang 
gagal menghasilkan kepala 
daerah sesuai harapan rakyat.

•Presiden harus bisa membe-
rikan solusi atas masalah itu.Ž 

Dia menyebutkan, adanya 
tindak kekerasan dan main ha-
kim sendiri oleh kelompok pre-
man terhadap pihak lain yang 
berbeda keyakinan, baik agama, 
suku, ras, dan budaya, bisa men-
jadi ancaman serius terhadap 
keutuhan Indonesia. Apalagi 
jika para pelaku kekerasan itu 
terkesan kebal hukum, bertin-
dak melampaui wewenang 
apa rat penegak hukum.

Padahal, tambahnya, Indone-
sia dibangun di atas pluralisme 
yang bersumber pada Bhin ne ka 
Tunggal Ika. •Di mana se tiap 
daerah yang beragam aga ma, 
budaya, suku, dan ras itu mem-
berikan kontribusinya.Ž

Dia melanjutkan, pluralisme 
seni, budaya, agama, dan ras 
inilah yang telah menjadikan 
Indonesia sangat indah secara 
kultural. Bila pluralisme teran-
cam, masyarakat tidak hanya 
terancam keamanannya, tapi ti-
dak lagi merasa nyaman dalam 
suatu negara kesatuan. Inilah 
yang bisa menjadi ancaman ter-

PRESIDEN harus menyentuh 
problem substansial dalam 
pi dato kenegaraan yang akan 
di lakukan di hadapan DPR dan 
DPD pada Senin (16/8). Ketua 
DPD RI Irman Gusman meng-
ingatkan bahwa pidato kenega-
raan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono harus berisi arah 
ke bijakan nasional. 

Menurutnya, pemerintah 
ma sih menyisakan banyak per-
masalahan di tengah masyara-
kat. •Tentu Presiden harus me-
nyikapi sekaligus memberikan 
solusi melalui arah kebijakan,Ž 
ujarnya di Gedung DPD Jakar-
ta, kemarin.

Dia menilai, selama ini peme-
rintah telah menyampingkan 
problem pokok di daerah. Hal 
itu ditunjukkan pemerintah 
dalam menyikapi kemiskinan 
dan overlaping anggaran APBN 
untuk daerah, terkait dengan 
program-program pemberan-
tasan kemis kin an. Akibat pem-
biaran ini, pemerintah daerah 
mengalami kerepotan. 

•Kami ingin pemerintah 
mem  fokuskan pada penyelesai-
an ini,Ž ungkapnya. 

Sementara itu, anggota DPD 
dari Bali I Wayan Sudirta me-
nyebutkan ada tiga masalah 
be sar di Indonesia yang bisa 
mengancam keutuhan negara 
bila pemerintah terlambat me-
lakukan antisipasi yang sung-

Aryo Bhawono

DINAMIKA

Pansel Harus Tekan Subjektivitas

Pidato Kenegaraan Presiden 
Harus Solutif

Penolakan diduga karena Kemal Aziz Stamboel bisa dimanfaatkan.
Dia dinilai tidak memahami permainan anggaran anggota Komisi I lainnya.

Penggantian Ketua
Komisi I Ditentang

wa penolakan itu berkaitan de-
ngan kepentingan pembahas-
an proyek besar bidang per-
tahanan. 

Masa sidang selanjutnya, 
Ko misi I DPR akan melakukan 
pembahasan atas standar mini-
mum essential force (MEF) alat 
utama sistem senjata (alutsista) 
TNI. Penyesuaian standar MEF 
ini akan menelan anggaran 
yang besar dan akan didanai 
secara multiyears. 

•Saya kira ada kepentingan 
untuk proyek ini. Ini menjadi 
kebiasaan di DPR karena Kemal 
Stamboel cenderung berpikiran 
polos atas kepentingan anggota 
lain,Ž ujar Sebastian. 

Menurutnya, penolakan ini 
pantas dicurigai. Ia menyaran-
kan agar PKS tidak menggu bris 
sikap anggota Komisi I DPR. 
Selain itu, standarisasi MEF juga 
harus diawasi secara ketat. Kare-
na penolakan ini sudah menun-
jukkan keinginan anggota DPR 
untuk mempermainkan pro-
gram standardisasi MEF. (S-4)

bhawono
@mediaindonesia.com

Dia mengaku dukungan 
untuk menolak penggantian 
Kemal berasal dari anggota 
komisi I non PKS. Penolakan 
penggantian Kemal telah men-
jadi perbincangan serius di 
internal Komisi I. •Kemas Azis 
Stamboel dianggap memahami 
seluk beluk mitra kerja Komisi 
I DPR,Ž cetusnya. 

Wakil Ketua Komisi I DPR dari 
Fraksi Partai Golkar Agus Gumi-
wang Kartasasmita mengakui 
bahwa penolakan memang terja-
di. Walaupun Fraksi PKS memi-
liki hak penuh untuk melakukan 
pergantian, aspirasi penolakan 
ini harus diperhatikan. 

Wakil Ketua DPR yang juga 
Sekjen PKS Anis Matta menga-
kui, belum mengetahui penolak-
an terhadap penggantian Kemal. 
Namun, dia percaya fraksi PKS 
akan memberikan respons. 

Proyek Alutsista
Penolakan penggantian Ke-

mal Stamboel menimbulkan 
dugaan negatif. Koordinator 
Forum Masyarakat Peduli Par-
le men Indonesia (Formappi) 
Sebastian Salang menduga bah-

sia di Jakarta, kemarin. 
Dia menyebutkan, penolakan 

penggantian Kemal adalah ini-
siatif pribadi anggota Komisi 
I dan tidak diketahui secara 
fraksi. Namun, dia berangga p-
an bahwa penolakan ini dilaku-
kan secara kolektif. 

Aksi penolakan pun terus 
ber kembang. Sebanyak 25 
orang anggota Komisi I DPR 
me lakukan penggalangan tan-
da tangan untuk menolak peng-
gantian Kemal. •Penggalangan 
ini baru ditandatangani oleh 
25 anggota Komisi I DPR, ter-
masuk saya,Ž ungkap seorang 
anggota Komisi I DPR yang ti-
dak mau disebutkan namanya 
kepada Media Indonesia. 

A
NGGOTA Komisi I 
DPR dari berbagai 
fraksi beramai-ra-
mai menolak peng-

gantian Ketua Komisi I dari 
F-PKS Kemal Azis Stamboel. 
Padahal, Fraksi PKS sudah 
me netapkan Mahfudz Siddiq 
untuk menempati posisi Ketua 
Komisi I yang merupakan jatah 
PKS itu.

Penolakan menguat diduga 
terkait megaproyek bidang 
per tahanan yang akan dibahas 
oleh Komisi I DPR. 

Anggota Komisi I dari Fraksi 
Partai Demokrat Max Sopacua 
mengakui, memang ada perbin-
cangan penolakan penggantian 
Kemal Stamboel antaranggota 
Komisi I. Penolakan itu meru-
pa kan aspirasi masing-masing 
anggota DPR. 

•Mayoritas anggota Komisi 
I menginginkan Ketua Komisi 
I DPR dari Fraksi PKS Ke-
mal Stamboel melanjutkan 
ke pemimpinannya,Ž ujar Max 
ketika dihubungi Media Indone-

MI/USMAN

DPD belum Layak Dapat Penghargaan 
otoritas penuh dalam menentu-
kan penerima tanda kehormat-
an. Karena, banyak pihak yang 
terlibat dalam memberikan 
masukan kepada Presiden.

Sementara itu, Ketua DPD Ir-
man Gusman mengemukakan, 
penghargaan Bintang Maha-
putera Adipradana yang diteri-
manya menjadi motivasi untuk 
lebih meningkatkan prestasi 
menjadi lebih baik. •Pemberian 
penghargaan ini menunjukkan 
perhatian Presiden kepada 
lembaga DPD cukup besar,Ž 
kata Irman Gusman di Gedung 
Nusantara V Kompleks DPR, di 
Jakarta, kemarin.

Penghargaan tersebut diberi-
kan Presiden Susilo Bambang 
Yu dhoyono kepada 32 tokoh 
ter kait peringatan hari ulang ta-
hun ke-65 Republik Indonesia di 
Istana Merdeka, Jakarta, kemarin 
sore. (NJ/Rin/Ant/AO)

pad Bun Yamin Ramto berang-
gapan, pemberian penghargaan 
terhadap dua pimpinan DPD 
hanya menyamankan perasaan. 
Pasalnya, DPD tidak memiliki 
catatan prestasi signi “ kan.

Menurutnya, Presiden khawa-
tir dengan hubungan antara DPR 
dan DPD terkait pidato kenega-
raan Presiden pada 16 Agustus 
mendatang. Karena, DPD tidak 
memiliki peran jelas mengikuti 
sidang pidato kenegaraan.

Pascasidang, DPD akan 
meng  gelar rapat bersama kepa-
la daerah dan DPRD seluruh 
Indonesia. Keluh kesah DPD 
dapat memicu amarah mere-
ka. •Makanya penghargaan ini 
diberikan,Ž tegasnya.

Mengenai pemilihan para 
pe nerima tanda kehormatan, 
Djoko Suyanto selaku ketua 
dewan tanda kehormatan me-
nyatakan dirinya tidak punya 

Meski begitu, perlu dilihat 
kembali indikator penilaian yang 
dilakukan Presiden. •Kalau dini-
lai sebagai perwakilan daerah 
masing-masing, mungkin sudah 
berbuat sesuatu, tetapi kalau se-
cara nasional belum kelihatan.Ž 

Pakar Ilmu Pemerintahan Un-

DUA pimpinan Dewan Perwa-
kilan Daerah (DPD), Irman 
Gus man dan La Ode Ida, dinilai 
belum pantas disebut tokoh na-
sional. Sehingga, belum layak 
mendapat tanda kehormatan 
Bintang Mahaputera.

•Keduanya tidak ada jasa sig-
ni“ kan kepada negara yang di-
sebut sebagai prestasi. Penghar-
gaan itu patut diper tim bangkan 
kembali,Ž ujar pa kar politik UI  
Iberamsjah, ke marin. 

Ketua DPD Irman Gusman 
direncanakan men dapat Bin-
tang Mahaputera Adipradana, 
sedangkan Wakil Ketua DPDP 
La Ode Ida renca nanya dianu-
gerahi Bintang Ma haputera 
Utama. 

Menurut Iberamsjah, kedua-
nya tidak dapat memberi prestasi 
karena berada di lembaga yang 
tidak punya otoritas mengatur 
bangsa.

PENUTUPAN RAPAT 
PARIPURNA DPD: 
Ketua Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) Irman 
Gusman (kiri) berbicara 
dengan anggota DPD 
dari Bali yang juga Ketua 
Kaukus Anti Korupsi 
DPD I Wayan Sudirta 
(tengah) dan Sekjen 
DPD Siti Nurbaya, 
seusai penutupan rapat 
paripurna masa sidang 
2009-2010 DPD di 
Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, 
kemarin.

Kemal Azis Stamboel
Ketua Komisi I dari F-PKS

SELEKSI hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) tahap kedua 
yang seharusnya berakhir 5 Agustus 2010 terpaksa diperpanjang 
hingga 26 Agustus 2010 karena sepi peminat. 

Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hari-
“ n Tumpa di Jakarta, kemarin. Hari“ n memaparkan kebutuhan 
hakim ad hoc memang cukup banyak. Mereka diproyeksikan untuk 
memenuhi kebutuhan 33 provinsi di seluruh Indonesia. 

Ketua MA itu juga mengatakan akibat tingginya biaya, seleksi 
hakim ad hoc akan ditutup hanya sampai tahap kedua. Padahal 
dari sekitar 61 yang diperlukan, pada seleksi pertama baru terja-
ring 27 hakim ad hoc. 

Soal rencana penurunan persyaratan agar peminat pendaftar 
lebih banyak lagi, Hari“ n memperkirakan yang diubah hanya 
angka penilaiannya. (Din/NJ/Ant/S-8)

Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor Sepi
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ANGGOTA Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) 
Muji Kartika Rahayu menduga setiap Panitia Seleksi (Pansel) KPK 
memiliki sudut pandang yang berbeda. 

Ia menilai kecenderungan Indonesia Corruption Watch (ICW) 
untuk mendukung calon tertentu seperti Bambang Widjojanto, 
pendiri ICW, merupakan efek dari bola liar yang terjadi. Untuk 
itu, rumusan determinasi calon ketua KPK harus segera dikunci. 
•Jangan sampai Pansel KPK ditentang karena perbedaan visi dan 
misi mereka. Samakan dulu rumusannya,Ž tandas Kanti. 

Sebab, bila setiap Pansel KPK terikat rumus tertentu, subjek-
tivitas dapat ditekan dan masyarakat lebih percaya karena ada 
koridor-koridor yang jelas. Kanti menambahkan, Pansel KPK 
perlu memublikasikan bagaimana rumusan tersebut. Selama ini, 
Pansel KPK menggunakan dua cara dalam tiap tahapan. (*/S-4)

Daftar PenerimaDaftar Penerima
Tanda Kehormatan RITanda Kehormatan RI

I. Bintang Mahaputera Adipradana
1. Ketua DPD Irman Gusman
2. Mantan Menteri Pertanian 
    Anton Apriyantono
3. Mantan Menteri Lingkungan Hidup 
    Rachmat Witoelar

II. Bintang Mahaputera Utama
4. Wakil ketua DPD Laode Ida
5. Abdul Mukthie Fadjar 
6. Maruarar Siahaan
7. Gubernur BI Darmin Nasution
8. Midian Sirait


